Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupaan masyarakat, khususnya di Kalimantan
Timur perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAI;I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

membaca;

b. bahwa dalam rangka pembudayaan gemar membaca,
perlu didukung dengan ketersediaan perpustakaan

sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c. bahwa perpustakaan merupakan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
edukasi,
penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya daerah;

daerah sebagai wahana sumber informasi,

d. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan
jaminan hak bagi masyarakat untuk mendayagunakan
perpustakaan dan menjamin penyelenggaraan
perpustakaan di daerah, maka perlu mengatur

penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,

perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah
Penyelenggaraan Perpustakaan;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3418);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5979);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599);
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Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3457);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya
Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3820);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang  Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan,;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);




23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/
Kelurahan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Timur.

6. Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dibidang perpustakaan.

7. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
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Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan
rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi
masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial
ekonomi.

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi dibidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara
terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah dan swasta,
lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah
dan/atau organisasi lain.

Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian
integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber
belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di sekolah.

Kepustakawanan adalah penerapan ilmu perpustakaan dalam hal
pengadaan, pengolahan, pendayagunaan dan penyebaran bahan
perpustakaan.

Sertifikasi Pustakawan adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi
bagi pustakawan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui
uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia.

Akreditasi Lembaga Perpustakaan adalah proses jaminan mutu
penyelenggaraan perpustakaan yang dikendalikan oleh standar, kebijakan
dan prosedur yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta
mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan
dan pelayanan perpustakaan.

Advokasi Pembentukan Perpustakaan adalah usaha-usaha terorganisir
untuk mendorong pemerintah dan masyarakat untuk membantu
pembentukan perpustakaan.

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) adalah buku pedoman yang berisi
standar pengelolaan perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan
Nasional RI

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam.

Katalog Induk Daerah (KID) adalah kumpulan data bibliografis koleksi
perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang
melakukan kerjasama yang disusun berdasarkan urutan pengarang,
judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun
secara terdigitalisasi (softcopy).
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Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan
tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah
maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul,
dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara
terdigitalisasi (softcopy).

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan,
kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas
layanan perpustakaan.

Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana
temu balik informasi, dalam bentuk tercetak (hardcopy) maupun digital
(softcopy).

Katalog Induk Daerah (KID) adalah kumpulan data bibliografis koleksi
perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang
melakukan kerjasama yang disusun berdasarkan urutan pengarang,
judul, dan/atau subjek dalam format tercetak (hardcopy) maupun digital
(softcopy).

Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan
tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah, luar daerah
maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul,
dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun digital
(softcopy).

Daftar Tambahan Buku (DTB) adalah terbitan perpustakaan yang berisi
daftar literatur yang terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan dalam
kurun waktu terakhir.

Conten lokal adalah koleksi bahan perpustakaan yang berisi informasi
tentang budaya lokal yang ada di daerah.

Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan
ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat
baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik
perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk karya tulis,
karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak
diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.

Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang
mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan
kepada masyarakat.

Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan
perpustakaan dari bentuk tercetak ke media elektronik (digital).

Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau
tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri
maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh)
tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah,
nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

Promosi perpustakaan adalah kegiatan yang bersifat sistematis dan

terorganisir dengan menggunakan media massa dan tatap muka untuk
mendorong masyarakat mendayagunakan perpustakaan. :
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Layanan Perpustakaan Keliling adalah layanan perpustakaan dalam
bentuk penyediaan bahan perpustaaan dengan menggunakan sarana
angkutan dalam melayani pemustaka.

Pemustaka berkebutuhan khusus adalah pemustaka yang mempunyai
kelainan fisik dan/atau mental yang memiliki hak dan kesempatan untuk
mendayagunakan jasa layanan perpustakaan.

Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses
atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap didayagunakan oleh
pemustaka.

Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah tindakan penyelamatan
kandungan informasi dan fisik bahan perpustakaan serta tindakan
mengatasi keterbatasan ruang/tempat penyimpanan bahan perpustakaan
dalam rangka mempercepat perolehan informasi.

Pembina perpustakaan adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi
pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan
kabupatenk/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional
dan provinsi.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang
berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang perpustakaan.

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses
penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengiriman
informasi akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya dan lebih lama
penyimpanannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan prinsip:

FER e e o

pembelajaran sepanjang hayat;
demokrasi;

keadilan;

keprofesionalan;

keterbukaan;

keterukuran;

Kemanfaatan;

Kemitraan; dan

Kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan
dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi

dan

berkesinambungan dalam kerangka meningkatkan kecerdasan

masyarakat.



Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.

b.

menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat
dan tepat;

mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber
informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian
budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat provinsi dan
memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan
masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5
Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:
perencanaan,;
pengorganisasian;
pendanaan;

opoop

(1)

(2)

(1)

pelaksanaan; dan
pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah.

Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas
dan kuantitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Bagian Kedua
Pengorganisasian
Pasal 7

Organisasi dan kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis
perpustakaan.



(3)

(4)

(6)

(2)

(3)

Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perpustakaan Umum,;

b. Perpustakaan Khusus; dan

c. Perpustakaan Sekolah.

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota,
Perpustakaan Umum  Kecamatan dan Perpustakaan Umum
Desa/Kelurahan/Kampung atau penyebutan lain yang sesuai dengan
karakteristik daerah.

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi Perpustakaan yang berada pada perangkat daerah di tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota dan perpustakaan yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah.

Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi Perpustakaan yang berada dan dikelola oleh lembaga pendidikan
formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang
menjadi  keweangan  Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Organisasi dan kelembagaan Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan
Umum Kab/Kota minimal harus memiliki unit kerja untuk melaksanakan
fungsi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan minat baca,
fungsi pengolahan dan pelestarian bahan pustaka serta fungsi pelayanan
perpustakaan.

Organisasi dan kelembagaan perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah, dan perpustakaan umum kecamatan/desa/kelurahan/
kampung minimal harus memiliki unit kerja untuk melaksanakan fungsi
pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan
serta pelayanan perpustakaan.

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang
bersangkutan

Pasal 8

Pemerintah  Provinsi membentuk kelembagaan dan menjamin
penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan dan menjamin
penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kab/Kota, Perpustakaan Umum
Kecamatan, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Kampung.

Setiap lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang
menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi dan  pemerintah
kabupaten/kota wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki
tenaga pengelola perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku.

Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat
dan pengelola rumah ibadah dapat membentuk unit perpustakaan.



(1)

(3)

(1)

(3)

-10 -

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 9

Pendanaan Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Khusus Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan perpustakaan sekolah
pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan
dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pendanaan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Umum
Kecamatan/Kelurahan/Desa/Kampung, Perpustakaan Khusus Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan perpustakaan
sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dapat
bersumber dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

tanggung jawab sosial perusahaan;

sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

kerjasama yang saling menguntungkan,;

bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau

sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

R0 Q0o

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 10

Perpustakaan Provinsi merupakan pembina terhadap semua jenis
perpustakaan yang ada di wilayah kewenangannya.

Pembinaan perpustakaan merupakan upaya untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.

Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi
kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan kepustakawanan;

Penilaian angka kredit pejabat fungsional pustakawan;

Pelaksanaan sertifikasi pustakawan;

Pelaksanaan akreditasi lembaga perpustakaan.

roow
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Pendidikan dan pelatihan kepustakawanan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pelaksanaan sertifikasi pustakawan dan akreditasi lembaga perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dan d, dilaksanakan setelah
berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia.

Dalam rangka penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) huruf b dan pelaksanaan sertifikasi serta akreditasi lembaga
perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf ¢ dan d, perlu
dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Perpustakaan Provinsi melaksanakan pengembangan perpustakaan pada
semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah provinsi.

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan:

a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan, dokumentasi dan
informasi (perpusdokinfo);

b. peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan;

c. advokasi pembentukan perpustakaan; dan

d. Kerjasama perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan
perpustakaan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.

Pasal 12

Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai
dengan kewenangan dan wilayah Kkerja masing-masing dengan
menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal (9), Pasal (10) dan Pasal (11) mengacu pada Satndar Nasional
Perpustakaan (SNP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



(1)

(2)
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(2)
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Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Penyelenggara perpustakaan umum dan penyelenggara perpustakaan
sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan yang
representatif.

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) minimal memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, kecukupan,
dan kebutuhan teknologi informasi dalam upaya menciptakan efektivitas
dan efisiensi pendayagunaan perpustakaan.

Pasal 14

Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang harus
memperhatikan aspek posisi yang mudah diakses, strategis, aman,
nyaman dan menjamin keselamatan dan kesehatan.

Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal
memiliki:

ruangan pengolahan bahan perpustakaan;

ruang penyimpanan kolesi bahan perpustakaan;

ruangan baca; dan

ruang layanan perpustakaan.

poop

Paragraf 3
Koleksi Bahan Perpustakaan

Pasal 15

Perpustakaan  Provinsi, Perpustakaan Umum  Kabupaten/Kota,
Perpustakaan Sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi
kewenangan pemerintah kabuaten/kota dan perpustakaan sekolah pada
jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah
provinsi menyediakan minimal 1000 (seribu) judul koleksi bahan
perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Perpustakaan Provinsi mengelola, mendayagunakan dan melestarikan
karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koleki bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sesuai kebutuhan
pemustaka dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, hadiah/sumbangan secara
kelembagaan atau melalui kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bazar
buku dan gerakan pengumpulan buku.



(5)

-13-

Pemerolehan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, pelayanan dan
pelestarian.

Untuk mengontrol pertumbuhan dan penyebaran koleksi bahan
perpustakaan baik koleksi umum maupun koleksi daerah dilakukan
penyusunan dan penerbitan literatur sekunder oleh Perpustakaan
Provinsi dalam bentuk:

a. Katalog Induk Daerah (KID);

b. Bibliografi Daerah (BD);

c. Daftar Tambahan Buku (DTB).

Perpustakaan yang ditetapkan sebagai perpustakaan partisipan dalam
penyusunan dan penerbitan literatur sekunder wajib memberikan data
bibliografi dalam bentuk metadata (katalog koleksi perpustakaan) ke
perpustakaan provinsi dalam format digital (soft copy).

Pasal 16

Untuk menjaga kandungan informasi koleksi bahan perpustakaan, khususnya
koleksi bahan perpustakaan lokal (local content) dilakukan kegiatan
pelestarian melalui proses alih media (digitalisasi).

(1)

(3)

(1)

Pasal 17
Naskah kuno merupakan hasil budaya yang wajib dilestarikan.

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta
memanfaatkan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah
kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara
bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 ayat (1) dapat mendaftarkan ke Perpustakaan Provinsi.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis dengan dilengkapi dengan data naskah kuno.

Masyarakat dapat menyerahkan secara sukarela atau menjual naskah
kuno kepada Perpustakaan Provinsi.

Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
menerima atau membeli naskah kuno dari masyarakat.



(2)
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Paragraf 4
Promosi Perpustakan

Pasal 19

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat
melakukan promosi perpustakaan secara berkala dan berkesinambungan
untuk meningkatkan citra dan apresiasi masyarakat terhadap
perpustakaan dan mendorong pengembangan budaya baca masyarakat
melalui pemberdayaan potensi perpustakaan.

Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui media cetak, media elektronik, pameran, tatap muka,
lomba dan sayembara minat baca.

Paragraf 5
Layanan Perpustakaan

Pasal 20

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di
daerah; dan

b. menjamin kelangsungan penyelengaraan dan pengelolaan
perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

Masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan permanen
karena kendala sosial, hukum dan geografis dapat dilayani dengan
layanan perpustakaan keliling.

Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada
kepentingan pemustaka.

Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis
teknologi informasi.

Perpustakaan Provinsi dan Pepustakaan Umum Kabupaten/Kota wajib
menyediakan akses untuk pemustaka berkebutuhan khusus.

Layanan perpustakaan secara terpadu dan terintegrasi (on-line)
diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan atau melalui sistem
pemanfaatan bersama koleksi digital (interaperobilitas) melalui jejaring
telematika.

Pasal 21

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan
sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.
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Pasal 22

Produk dan jenis layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan
pemustaka dan sumber daya yang tersedia.

Pemustaka berhak untuk membaca dan meminjam koleksi bahan
perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan
oleh perpustakaan.

Pemustaka yang menggunakan koleksi perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi
yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang
ditetapkan oleh perpustakaan.

Paragraf 6
Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan
mengusulkan formasi pustakawan sesuai dengan kebutuhan kepada
pemerintah.

Dalam hal pemerintah tidak memberikan formasi tenaga pustakawan di
daerah, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
mengangkat pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan (dikat)
penyetaraan pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu
oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan untuk mendukung tugas kepustakawanan.

Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi
perpustakaan.

Peningkatan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Peningkatan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggungjawab
penyelenggara perpustakaan.






